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Abstrak

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Passambo Sir? Dalam Budaya Mandar (Studi Kasus Di Desa Baru
Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar)Penelitian ini bertujuan buat mengenali tata metode penerapan perkawinan
Passambo Siti” di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, buat mengenali pemikiran tokoh agama
tethadap perkawinan Passambo Siti” di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, serta buat mengenali
pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.
Hasil riset menampilkan kalau:( 1) Tata metode penerapan perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru Kecamatan Luyo
Kabupaten Polewali Mandar merupakan:( a) Keluarga dari pria ataupun wanita melapor ke pak Imam buat menikahkan
anaknya,( b) Pengecekan ketentuan,( ¢) Persetujuan dari pihak pria buat jadi Passambo, serta( d) Wajib terdapat persetujuan
dari keluarga pihak pria yang hendak jadi Passambo Siri’.( 2) Pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan Passambo Siri’ di
Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kalau perkawinan Passambo Siri” dicoba sebab warga
setempat banyak memikirkan hal- hal yang hendak terjalin oleh sang wanita ataupun memandang pada kemaslahatan
daripada kemudaratan yang hendak terjalin.( 3) Pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan Passambo Siri’ di Desa Baru,
pata ahli hukum Islam/ pakar hukum fikih berbeda komentar. Imam Syafi’ i, Hanafi, Maliki serta Imam Hambali

membolehkan, asalkan yang menikahinya itu merupakan pria yang menghamilinya.

Kata Kunci: Praktek Poligami, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Pernikahan untuk manusia tidak sebatas cuma menyangkut laki- laki serta perempuan baka
mempela saja, namun lebith kepaada menyanngkut keduua belaah pihaak daari oraang tuaa, saudranya
apalagi saudara merka tiap- tiap. Saat sebelm kejenjang pernikahan baiik laki- laki ataupun perempuan
hendaknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal- hal yang
jadi faktor keretakan dalam rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik. Karena, di dalam perkawinan
bukan cuma suatu modul saja yang jadi acuan buat berlangsungnya perkawinan melainkan suatu
kemauan buat membangun rumah tangga mesti dilandasi atas bawah suka sama suka ataupun biasa
kerap kita dengan sebutan pendekatan terlebih dulu.

Pernikahan bagi Hukum Positif merupakan jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki dengan
seseorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang senang serta

kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Sesungguhnya pertalian nikah merupakan pertalian yang seteguh- teguhnya dalam hidup serta
kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri serta keturunannya, melainkan antara 2 keluarga.
Pergaulan antara sang istri dengan suaminya merupakan kasiith- mengasiihi dan bahu- membahu.

Upacara perkawinan mempunyai banyak macam serta alterasi bagi tradisi suku bangsa, agama,
budaya ataupun kelas sosial. Pemakaian adat ataupun ketentuan tertentu kadang- kadang berkaitan
dengan ketentuan ataupun hukum agama tertentu pula. Upacara perkawinan sendiri umumnya ialah
kegiatan yang dilangsungkan buat melaksanakan upacara perkawinan bersumber pada adat istiadat yang
berlaku di tempat tersebut, serta peluang buat memperingati bersama sahabat serta keluarga.

Perkawinan salh satuu bentuk dar perinntah Allaah swt. buat hambanNya, sebagaimaana dalaam
firmanya, QS Ann- Nisa/ 4: 1 berikut:
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Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang
diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Kementrian Agma RI, 2012).

Sistim hukum adat dalam perkawinan atau budaya yakni budaya Mandar mengenal upaya adat
untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hukum perkawinan berdasarkan nilai-
nilai hukum. sejoli laki- laki serta perempuan itu dihalalkan melaksanakan ikatan intim, sehingga
terbebas dari perzinahan. Zina ialah perbuatan yang sangat kotor serta bisa mengganggu kehidupan
manusia. Dalam agama Islam, zina merupakan perbuatan dosa besar yang bukan saja jadi urusan
individu yang bersangkutan dengan Tuhan, namun tercantum pelanggaran hukum serta harus berikan
sanksi- sanksi terhadap yang melaksanakannya. Di Indonesia yang kebanyakan penduduknya beragama
Islam, hingga hukum Islam sangat mempengaruhi perilaku moral serta pemahaman hukum
masyarakatnya.

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang
tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2).
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Dalam lingkungan hukum adat atau budaya Mandar termasuk Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar terdapat fenomena pernikahan (perkawinan) yang menarik untuk dikaji lebih
mendalam, yaitu fenomena pernikahan Passambo Sir?.

Pernikahan Passambo Sir? dilingkungan hukum adat/budaya Mandar dapat tetjadi atau dilakukan
karena 3 (tiga) sebab kejadian yang berbeda (Tokoh Agama, 2019), yaitu:

1. Calon mempelai perempuan melarikan diri sebelum pernikahannya dan untuk menutupi rasa malu
maka ditunjuklah saudaranya untuk menggantikan posisi calon mempelai perempuan tersebut.

2. Calon mempelai laki-laki melarikan diri sebelum pernikahannya dan untuk menutupi rasa malu
maka ditunjuklah saudaranya untuk menggantikan posisi calon mempelai laki-laki tersebut.

3. Calon mempelai perempuan telah hanil diluar mikah daan umtuk memutupi rasaa nalu maka
dicarikan laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut.

Istilah menikah Passambo Sir7 tertuju pada mempelai yang menggantikan posisi calon mempelai
sebelumnya. Namun dalam masyarakat Mandar, istilah pernikahan Passambo Sir7 lebih cenderung
ditujukan pada penyebab kejadian yang ketiga. Artinya, istilah menikah Passambo Sir? lebih cenderung
ditujukan pada laki-laki yang ditunjuk untuk menikahi perenpuan yg telah hanil diluar mikah, dimana
lki-1ki yg ditunjuk tersebut tidk ada hubungan sebelumnya dengan perempuan hamil yang dinikahinya
yang dalam bahasa Mandar dikenal dengan istilah “Mallikkai To Battang’ (Tokoh Agama, 2019).

Untuk hukum adata, apabla lelki yg menhamili perenpuan tersbut tidaak diketahui identitanya
atauupun lelaaki terseebut tiidak mauu bertannggung jawaab sampai upaaya yg dapaat dicoba untuk
hukm adaat setenpat ialah:

1. Mencaari keluaraga daari lakii- lakii tersbut buat menikhi perempun tu.
2. Menyuruuh orang lain buat menikahi (bukn keluarga).

Jika upaaya awal diatas kandas, hingga upayaa ke-dua dicoba buat menikahhkan wanita terseebut.
Pernikahan semacam bagi sebutan dalam adat ataupun budaya wilayah Mandar diucap perkawinan
Passambo Siri, ialah sesuatu aksi pemuliahn harkat serta martabat ataupun harga diri dengan jalur
melakukan perkawinan Passambo Siri’.

Perkawinan Passambo Siri’ dilaksanakan saat sebelum anak yang dikandung wanita itu lahir,
dengan tujuan supaya anak tersebut nanti sehabis lahir tidak terkategori anak “bule” (anak yang tidak
memiliki ayah ataupun anaak haraam) bagi adaat ataupun budaya Mandar.

Tetapi di sisi lain, bila dianalisis dalam hukum Islam hingga anak tersebut senantiasa dikira sebgai
anaak di lur nikh, serta pria yanng menkahi permpuan ittu dengaan jalaan perkawinan Passambo Sirii

tidaak bisa mengaakui anaak terseebut selaku anaak kanadung bagi hukuum Islaam, kecuali apabiila
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anaak tu lahiir darii prosees bioloogis anntara bapaak serta ibunnya yang didahului dengan terdapatnya
jalinan pernikahan bagi tata metode yang diatur dalam tatanan Hukum Islam ataupun hukum positif
(Muhammad Dauud Alli, 1999).

Dari uraian tersebut di atas, pernikahan Passambo Siri dilihat daari prosses terjdinya, makasud
tujuaan sereta taata caara pelaksanaannya dalam lingkungan hukum adat atau budaya Mandar akn
menmbulkan berbgai asepek huukum terutma jikaa dianalisis daari hukuum adaat dn huukum Islaam,
karna paada hakikatnya perkawinan tersebut haruslah sejalan dengan maksud dari undang-undang

nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data
informasi tentang suatu fenomena atau kejadian langsung dari lapangan. pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini melalu langkah-

langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan atau verifikasi

3. Hasil
a. Cara Pelaksanaan Pernikahan Passambo Siri

Agama Islam memakai tradisi pernikahan yang simpel dengan tujuan supaya sesorang tidak
terjebak ataupun terjerumus ke dalam perzinaan. Tata metode simpel yang simpel itu nampaknya sejalan
dengan undang- undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: pernikahan merupakan legal
apabila dicoba bagi hukum tiap- tiap agama serta kepercayaannya.

Dari pasal tersebut kayaknya berikan peluang- peluang buat menjajaki serta apalagi berpdu
dengam hukum Islam dalam pernikahan, tidak hanya itu diakibatkan oleh pemahaman masyarakatnya
yang menghendaki demikian. Salah satu tata metode pernikahan terdapat yang masih nampak hingga
dikala ini merupakan pernikahan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang ataupun diucap
nikah siri. Pernikahan ini cuma dilaksanakan didepan penghulu ataupun pakar agama dengan penuhi
syariat Islam sehingga pernikahan ini tidak hingga dicatatkan di kantor yang berwenang buat ittu.

Tetapi saat sebelun pernikahan it dilaksamakan, keduaa calom menpelai disarankan persiapam selaku

berkut:
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1. Memohon pertimbangan. Untuk seseorang lelaki saat sebelum dia memutuskan buat
mempersunting seseorang perempuan buat jadi istrinya, hendaklah dia pula memohon
pertimbngan dari saudara perempuan tersebut yang baaik agamamya. Mereka yang hendaknya
orang yang ketahui benar tentang perihal ihwal perempuan yang hendak dilamar oleh lelaki
tersebut, supaya dia bisa membagikan pertimbangan dengan jujur serta adil. Begitu pula untuk
perempuan yang hendak dilamar oleh seseorang lelaki, hendaknya dia memohon pertimbagan dari
saudara dekatnya yang baik agamanya.

2. Tiap- tiap calon mempelai silih mengadakan riset apakah mereka silih cinta ataupun sepakat serta
apakah kedua orang tua mereka menyetujui ataupun merestui. Ini erat kaitannya dengan surat-
surat persetujuan kedua calon mempelai serta pesan izin orang tua yang belum berusia 21 tahun.

3. Tiap- tiap berupaya mempelajari apakah terdapat halangan pernikahan baik bagi munakahat
ataupun bagi peraturan perundang- undangan yang berlaku buat menghindari terbentuknya
penolakan ataupun pembatalan pernikahan.

4. Calon mempelai biar menekuni ilmu pengatahuan tentang pembinaan rumah tangga hak serta
kewajiban suami istri serta sebagainya.

5. Dalam rangka tingkatkan mutu generasi yang hendak dilahirkan calon mempelai biar periksakan
kesehatannya serta kepada calon mempelai perempuan diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.
Sehabis melaksanakan persiapan, berikut sebagian tata metode melakukan suatu pernikahan

sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 juncto:

1. Pemeriksaan kehendak nikah
a. Sesuai pasal 3

Tiap orang yang hendak melakukan pernikahan wajib menberitahuan kehemdaknya iitu
kepaada pegaawai pemcatatan nikaah ditenpat pernikahan hendak dilangsungkan. Pemberitahuan
tersebut dicoba sekurang- kurangnya 10 hari kerja saat sebelum pernikahan dilangsungkan.
Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut diakibatkan suatu alibi yang berarti, sehingga bisa
diberikan oleh camat atas nama bupati kepala wilayah.

b. Sesuai pasal 4

Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, ataupun oleh orang tua ataupun

wakilnya.

c. Sesuai pasal 5
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Pemberitahuan muat nama, usia, agama/ keyakinan, pekerjaan, tempat kediaman calon

mempelai, serta apabila salah seseorang ataupun keduanya sempat kawin, disebutkan pula nama

istri ataupun suaminya terdahulu. Pesan persetujuan serta penjelasan asal usul.

d.

€.

Sesuai pasal 6
Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahun kehendak melakukan pernikahan,
mempelajari apakah syarat- syarat pernikahan sudah dipadati serta apakah tidak ada halangan

pernikahan bagi undang- undang.

Selain penelitian terhadap hal di atas pegawai pencatat nikah meneliti pula terhadap:

0.

10.

11.

12.

13.

Kutipan akta kelahiran ataupun pesan tahu lahir calon mempelai. Dalam perihal tidak terdapat
akta kelahiran ataupun pesan tahu lahir, bisa dipergunakan pesan penjelasan yang melaporkan
usia serta asal- usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atauyang setingkat dengan
itu.

Penjelasan menimpa nama, agama/ keyakinan, peketjaan serta tempat tinggal orang tua calon
mempelai.

Izin tertulis/ izin dari Majelis hukum Agama selaku diartikan dalam pasal 6 ayat( 2),( 3),( 4)
serta( 5) Undang- undang, apabila salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya belum
menggapai usia 21 tahun.

Izin majelis hukum selaku diartikan pasal 4 Undang- undang dalam perihal calon mempelai
merupakan seseorang suami yang masih memiliki isteri.

Pesan Dispensasi dari Majelis hukum Agama yng diartikan merupakan untuk calon suami yang
belum menggapai usia 19 tahun serta untuk calon mempelai istri yang belum menggapai usia
16 tahun.

Pesan kematian istri ataupun suami yang terdahulu ataupun dalam perihal perceraian pesan
penjelasan perceraian, untuk pernikahan buat kedua kalinya ataupun lebih.

Pesan izin tertulis dari pejabat yang di tunjuk oleh menteti HANKAM/ PANGAB, apabila
salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya anggota angkatan bersenjata.

Pesan kuasa otentik ataupun di dasar tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila
salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya tidak bisa muncul sendiri sebab suatu alibi

yang berarti, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pengawai pencatat nikah mengecek calon suami ataupun wali nikah itu, setelah itu mengirimkan

catatan pemeriksaannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan, apabila nyatanya dari

pengecekan itu ada halangan perkawinan bagi agama ataupun peraturan perundang- undangan tentang
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pernikahan ataupun belum dipadati persyaratan/ syarat tersebut dalam pasal 8 peraturan Menteri
Agama Nomor. 6 tahun 1975. Kondisi ini lekas diberi tahukan kepada calon suami serta wali nikah
ataupun wali pegawai pencatat nikah bagi pasal 7 PP Nomor. 9 tahun 1975, pasal 9 serta 10 PMA
Nomor. 3 tahun 1975 (Mohd. Idris Ramulyo, 1990).

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Sehabis dipenuhinya tata metode serta syarat- syarat pemberitahuan dan tiada suatu halangan
pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak
melakukan pernikahan dengan metode melekatkan pesan pengumuman bagi formulir yang diresmikan
pada kantor pencatatan pernikahan pada sesuatu tempat yang telah didetetapkan serta gampang dibaca
oleh universal.

Sesuai dengan pasal 9, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

a. Nama, usia, agama/ keyakinan, pekerjaan, tempat kediaman dati calon mempelai serta dari
orang tua calon mempelai; apabila salah seseorang ataupun keduanya sempat kawin disebutkan
nama istri serta ataupun suami mereka terdahulu.

b. Hari, bertepatan pada, jam serta tempat pernikahan hendak di langsungkan. Pesan
pengumuman itu sepanjang 10 hari semenjak ditempelkan tidak boleh diambil ataupun
dirobek( pasal 8 serta 9 PP 9/ 75 jo. Pasal PMA 3/ 75).

3. Pelaksanaan Akad Nikah

Pernikahan dilangsungkan schabis hari kesepuluh semenjak pengumuman kehendak pernikahan
oleh Pegawai Pencatat Nikah semacam yang diartikan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah. Tetapi,
bilamana dalam tenggang waktu satu bulan terhitung semenjak pengumuman kehendak kawin,
pernikahan tersebut tidak dilangsungkan hingga pernikahan itu tidak boleh dilangsungkan kembali
kecuali sehabis diulangi lagi kecuali sehabis diulangi pengumuman kembali buat kedua kalinya semacam
semula.

Sebaliknya tata metode pernikahan dicoba bagi hukum tiap- tiap agamanya serta kepercayaannya
itu. Dengan menindahkan tata metode pernikahan bagi tiap- tiap hukum agamanya serta
kepercayaannya itu. Pernikahan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh 2 orang
saksi. Serta untuk mereka yang melakukan pernikahan bagi Agama Islam, hingga Akad Nikahnya dicoba
oleh wali Nikah ataupun yang mewakilinya.

Pada waktu akad nikah, calon suami dari wali nikah harus tiba menghadap sendiri kepada

pegawai pencatat nikah apabila calon suami serta wali nikah tidak muncul pada waktu akad nikah
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diakibatkan kondisi memforsir hingga ia bisa diwakili oleh orang lain( pasal 25 PMA Nomor. 3 tahun
1975).
4. Mendapatkan Akta Perkawinan

Sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan cocok dengan ketentuan- syarat Pasal 10 Peraturan
Pemerintah, hingga kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang sudah disiapkan oleh
Pegawai Pencatat bersumber pada syarat yang berlaku. Akta pernikahan yang sudah ditandatangani oleh
mempelai itu, berikutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi serta Pegawai Pencatat yang mendatangi
pernikahan serta untuk yang melakukan pernikahan bagi agama Islam, ditandatangani pula oleh wali
nikah ataupun yang mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta pernikahan sudah tercatat secara formal. Ada pula Akta
pernikahan terbuat dalam rangkap 2( 2), helai awal ditaruh oleh Pegawai Pencatat, helai kedua ditaruh
pada Panitera Majelis hukum dalam daerah Kantor pencatatan Pernikahan itu tetletak. Kepada suami
serta istri tiap- tiap diberikan kutipan akta pernikahan. Serta di dalam Akta pernikahan muat:

a. Nama, bertepatan pada serta tempat lahir, agama/ keyakinan, peketjaan serta tempat kedianan
suami- isteri, apabila salah seseorang ataupun keduanyapernah kawin, disebutkan pula nama
isteri ataupun suami terdahulu.

b. Nama, agama/ keyakinan, peketjaan serta tempat kediaman orang tua mereka.

c. Izin selaku diartikan dalam Pasal 6 ayat( 2),( 3),( 4) serta( 5) Undang- undang.

d. Dipensasi selaku diartikan dalam Pasal 7 ayat( 2) Undang- undang

e. Izin Majelis hukum selaku diartikan dalam Pasal 4 Undang- undang.

f.  Persetujuan sebgai diartikan dalam Pasal 6 ayat( 1) Undang- undang,.

g. Izin dari pejabat yang di tunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGABbagi anggota angkatan
bersenjata.

h. Perjanjian perkawinan apabila ada.

i.  Nama, umurt, agama/kepercayaan, peketjaan

Bagi informasi yang penulis miliki dari hasil wawancara oleh Imam Desa di Desa Baru tersbut
bahawa tata metode pelaksnaan perkawinan Passambo Siri di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar, ialah:

1. Keluarga dari pria ataupun wanita melapor ke pak Imam buat menikahkan anaknya.

2.Pengecekan, jika yang bersangkutan sudah penuhi ketentuan buat menikah, hingga proses

pernikahannya baru dapat diurus.
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3.Persetujuan dari pihak pria, menanyakan kepada pihak pria yang hendak jadi Passambo Siri’
apakah ia betul- betul mau menikahi wanita tersebut dengan ikhlas serta menerima seluruh
kekurangan calon isterinya tanpa terdapat paksaan dari pihak manapun.
4.Wajib terdapat persetujuan dari keluarga pihak pria yang hendak jadi Passambo Siri’ jangan
hingga cuma pihak pria yang ingin menikahi tetapi tidak terdapat persetujuan dari orang tua
serta keluarga yang lain.
Bagi penulis, cocok hasil wawancara yang dirampung oleh penulis dari salah satu tokoh warga, tata
metode penerapan perkawinan Passambo Siri” sama dengan prosedur perkawinan pada biasanya.
b. Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Passambo Sir? di Desa Baru
Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar
Pada persoalan pernikahan seperti ini ada banyak pertimbangan sehingga pernikahan Passambo Sir7 ini
dilaksanakan menurut masyarakat tersebut. Salah satu tokoh agama mengungkapkan bahwa pernikahan
Passambo Sir? itu tidak serta-merta dilakukan, ada banyak pertimbangan dimana pernikahan ini dilakukan
tidak untuk merugikan pihak yang dijadikan sebagai Passanzbo Sir?.
Di dalam Islam sendiri ada ayat yang menjelaskan sesuai dengan firman Allah dalam QS An-
Nur/24:3

Y Gaadall e Gl a5A 5 3 s 5 )5 V) GeAss Y a5 A8 s 5 A ) sn Y

Terjemahnya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan
musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-
laki musyrik; dan yang demikian itu di haramkan bagi orang-orang mukmin.

Beda halnnya dalm hukm adatt paling utama warga seteempat, bannyak memikirkan hall yg
hendak terjalin olh sang wanita ataupun memandang pada kemaslahatan dar ipada kemudaratan yang
hendak terjalin. Semacam hasil wawacara dari salah satu tokoh agama. Alibi mengapa perkawinan
Passambo Siri’” ini dilaksanakan, ialah:

1. Kelurga tidk mengingikan terdapat anaak yg lahiir saat seblum terdapat pross perkawinan.
2.Siaapa yg hendak membagikan naftkah.
3.Ditkutkan hendak berakibat kurang baik kepda anakya yg nannti sehabis dilahiirkan sebab tidk

terdapat ayahnya.
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4.Ditakuttkan kala nanti anaak tersbut sudah berkembang berusia hingga banyak orang yang
hendak menggambarkan keburukannya serta bisa membuat anak tersebut tidak bisa menerima
keadaannya.

Hingga selku salah satuu Tokh Agama Desa Baru Kecmatan Luyo inimengambil keputsan buat
mencarii lelaaki yg menghamiili wanita tersbut hingga betull mereeka tidaak menciptakannya, hingga
jalur yg ditemph berikutnya merupakan mencar keluarrga dar pria tersebut buat menikhi wanita ituu
serta kala upya awal kandas, hingga upaaya kdua dicoba ialah bila terdapat seseorang leaki (bukn
keluaarga) yg ingin menikhi wanita tersebut dngan ikhalas serta ridho hingga telah tidk terdapat yang
dikhwatirkan serta merka hendak dinikhkan sedini bisa jadi supaya tidak sangat banyak memunculkan
fitinah.

Bukan Imam Desa yang mencari pria buat menikahi perempuan berbadan dua ini namun
dilimpahkan seluruhnya kepada keluarganya. Selaku keluarga wanita, supaya tidak terjalin alasam
tersewbut seacam hasiil wawamcara lebih dahulu keluaarga terlebiih dulu memcari pria yg memghamili
wanita terseebut hingga betull mereeka tidk menciptakannya. Bila usha tersbut kandas, barlah dicoba
degan mencri pria lainn buat menikah waniita tersbut yg dengn ikhalas serta tampa paksan.

Sebagian warga berkomentar kalau perkawinan semacam ini tidak wajib dikenal oleh banyak
orang disebabkan keluarga dari pihak pria yang dijadikan Passambo Siri’ hendak merasa maluu kepda
oraang disekitarnya hingga dri ituperkawinan Passambo Siri’ ini umumnya dihadiri olh keluaga intii,
tokh warga, Iman yg berprofesi pda dikala ituu serta tokh adaat.

Adapula yang berkomentar kalau perkawinan semacam ini tidak sembarang pria yang ingin
sebab itu menyagkut harrga dirii serta dimta sebagan pria yg jadi Passambo Siri itu merupakan pria yang
memanglah betul- betul memiliki rasa belaskasihan terhadap wanita tersebut serta ingin menikahinya,
perkawinan semacam ini tidaklah main- main sebab yang hendak dijadikan selaku Passambo Siri’ tidak
boleh dituntut, sebab hendak berakibat kurang baik buat kedepannya.

Perkawinan Passambo Siri’ ini bias dicoba kala pria yang dijadikan selaku Passambo Siri’
tersebut sudah dikira siap buat melaksanakan perkawinan itu disebabkan supaya lak- ilaki tersebut
benar- benar bias menerima kondisi wanita tersebut buat dijadikan selaku istrinya dengn ikhlaas tampa
wajib mengunkit- ungkt permasalahan kehamlan istrinnya nanti sehabis menkah serta hendak tetap
menyayan gi anaak tersbut sehabis lahiir semacam ank kandunnya sendri. Perkawinan semacam in bagi

tokh agama tidk wajib dimerihkan semacam halya perkawinan biassa pda biasanya.
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Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar di mana periset melaksanakan riset
telah tersentuh sedikit masa globalisasi modern, di mana perihal semacam itu telah dikira lumrah.
Apalagi apabila terjalin perkawinan perempuan berbadan dua dipestakan secara besar- besaran.

c. Pandangan Hukum Islam terthadap Pernikahan Passambo Siri di Desa Baru Kecamtan

Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Penafsiran pernikahan bagi Kompilasi Hukum Islam merupakan perkawinan, ialah akaad yng
saangat kokoh ataupun mitsaaqan ghalizhan buat menati perntah Allah serta melaksnakannya ialah
ibadh. Serta pernikahan bertujun buat mewujudakan kehdupan rumaah tangg yg sakiinah, mawdah serta
warhmah. Pernikahan merupakan sesuatu perjajian sucii antra sesorang pria dngan sesorang wanita buat
membntuk kelurga senang.

Penglihtan, memelihra dri daari perbutan zinaa. Oleeh sebab it, untuk merka yg berkenginan
buat meniikah, sedangkan pembeklan buat merambah pernikahan beluum siaap, disarankan berpusa.
Dengaan berpusa, diharpkan bisa membetngi dirii dri perbutan tercla yg sangt kejii, ialah perzinan. Ada
pula pernikahan seseorang wanita yang berbadan dua sebab zina butuh dirinci lebih meluas sebab
berartinya masalah ini serta banyaknya permasalahan yang terjalin diseputarnya.

Ada pula yang awal tujuan agama Islam mengharamkan kawin dengan perempuan yang berzina
sebab Islam tidak menghendaki pria muslim jatuh terperosok dalam pangkuan perempuan yang berzina.
Islam mau menyelamatkan orang- orang takwa dari pengaruh jiwa pezina yang hina dina serta
menjauhkannya dari sifat pezina yang sesat, Islam dalam menetapkan hukum- hukumnya tidak
menghendaki tidak hanya buat membahagiakan manusia serta tingkatkan derajatnya guna menemukan
tingkatan paling tinggi di dunia semacam yang dikehendaki oleh Allah swt.

Terlihat dengan jelas kalau iktikad diharamkannya menikah dengan perempuan pezina
merupakan buat membangkitkan serta membangun nilai- nilai agama dalam keluarga yang ialah pondasi
utama dalam membangun warga Islam.

Ada pula menikahi perempuan yang lagi berbadan dua, serta kehamilannya itu sebab perbuatan
orang lain, bagi komentar Imam Abu Yusuf, perkawinannya hukumnya fasid( batal). Perihal ini
didasarkan pula kepada ayat 3 Surah An- Nur. Sebaliknya Abu Hanifah serta Imam Syafi’ i berkomentar
kalau menikahi perempuan berbadan dua yang dihamili pria lain merupakan legal, sebab tidak terikat
dengan pernikahan orang lain, serta boleh mengumpulinya sebab bakal anak yang sudah terdapat tidak
hendak ternoda oleh benih yang baru ditanam.

4. Kesimpulan
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Simpulan yang bisa diambil dari hasil riset ini terpaut dengan pemikiran tokoh agama serta hukm Isalam
terhdap Pernikhan Passambo Siri dalam budaya mandar di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar merupakan:

1. Pelaksanan perkawinan Passambo Siri di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali

Mandar merupakan:

a. Keluarga dari pria ataupun wanita melpor ke- Imaam buat menikhkan ananya.

b. Pengecekan, jika yg bersngkutan sudah penuhi ketentuan buat menikah, hingga proses
pernikahannya baru dapat diurus.

c. Perstujuan darii pithak pria, menayakan kepaada piithak pria yg hendak jadi Passambo Siri
apkah ia beetul mau menkahi wanita tersbut dengn ikhalas serta menerma seluruh
kekurngan calaon isternya tampa terdapat paksaan dri pithak mnapun.

d. Wajib terdapat perstujuan darii keluaarga pihk pria yg hendak jadi Passambo Siti jangn
hingga cuma pihaak pria yg ingin menikhi tetapi tidk terdapat persetjuan daati orng tuaa
serta keluaarga lainya.

2. Pandangan tokoh agama terhdap pernikhan Passambo Siri di Desa Baru Kecamatan Luyo

Kabupaten Polewali Mandar merupakan kalau perkawinan Passambo Siri’ dicoba sebab

masyrakat setmpat bnyak mempertimbngkan perihal yanng akn terjdi olehh sang permpuan

ataupun melhat pada kemaslahatan daripada kemudaratan yang hendak terjalin.
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